SAB 1

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah
Dar1 scluruh hukum yang ada dan berlaku sckarang i disamping hukum
perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kckeluargaan
yang sangat penting, bahkan menentukan dan menccrminkan sistem dan bentuk
hukum yang berlaku di masyarakat Hal i di scbabkan hukum kewarisan itu sangat
crat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa sctiap manusia pasti
akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum yang lazim di scbut
meninggal dunia Apabila ada peristiwa hukum yaitu meninggalnya scscorang maka
sckaligus akan menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan
kelanjutan hak-hak dan kewajiban scseorang yang meninggal dumia itu Penyelesaian
hak-hak dan kewajiban scbagai akibat adanya peristiwa hukum karcna meninggalnya
scscorang diatur olch hukum kewarisan atau dalam Islam di kenal dengan faraid
Pada saat sckarang 1ni pola pembagian harta warisan di Indonesia
beranckaragam dalam hal cara pembagiannya, musalnya ada masyarakat yang
memproses  pembagian  warisannya Kepengadilan  Agama, ada juga yang
mcnyclesaikannya Kepengadilan Negeri atau juga melalui tokoh-tokoh agama atau
tokoh-tokoh adat sctempat Namun demikian banyak juga yang membagikannya

sccara kekcluargaan diantara ahli warts dengan tanpa mclibatkan pihak luar baik 1tu

tokoh agama atau tokoh adat ataupun petugas ncgara yang berhak menanganinya Hal




ini di scbabkan atau berkaitan crat dengan bentuk dan sistem kebudayaan yang di
anut dan di yakim olch masyarakat Jadi kewarisan itu dapat di katakan scbagai
himpunan peraturan-peraturan  hukum  yang mengatur hak-hak dan  kewajiban
sescorang yang meninggal dunia olch ahli waris atau badan hukum lainnya

D1 dalam Kompilast Hukum Islam (KHI) buku II tentang kewarisan bab 1
pasal 171 hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak
pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak
menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing  Hasbi  Ash-Shiddieqy
mendefinisikan ilmu faraid sebagai ilmu untuk mengetahui orang yang berhak
menerima pusaka dan orang yang tidak dapat mencrima pusaka, scrta kadar yang
diterima olch tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya (Dian Khairul Umam, 1999
14)

Ilmu waris atau faraid juga menghaji peralihan harta peninggalan pewaris
yang tclah meninggal dumia kepada ahli warisnya yang berhak menerimannya
Artinya ketika ada orang yang meninggal dunia kemudian orang yang mceninggal
dunia terscbut memiliki harta pusaka, maka sccara hukum Islam dan hukum ncgara
harta terscbut akan jatuh kepada keluarga atau kerabatnya yang dekat atau yang
mempunyai hubungan nasab dengan orang yang meninggal dunia tersebut

Akan tetapi tidak semua kcluarga atau kerabat yang mempunyai hubungan
nasab dengan pewaris akan sccara langsung dapat bagian harta pusaka, mercka adalah

keluarga atau kerabat yang mempunyai garis Keturunan yang discbut garis kedua

Artinya mercka terhalang (terhijab) olch keluarga atau kerabat sebelum atau sesudah
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mercka, dan juga mercka yang menuliki garis keturunan kepinggir Seperti halnya
kakek dan nenck dan scterusnya keatas jika ada ayah dan ibu Cucu dan seterusnya ke
bawah terhijab jika ada anak Paman, bibi, saudara baik laki-laki maupun perempuan
terhyab jika ada anak atau cucu yang lebih berhak  Ataupun saudara sckandung
terutama laki-laki yang menghijab saudara atau ahli waris lainnya yang lebih jauh,
Dalam hukum Islam yang mendapatkan harta waris yaitu karna kcturunan (nasab)
sedangkan anak angkat mendapatkan wasiat wajibah 1/3 dart harta waris Menurut
para 'uqaha Tabi’in dan Imam-1mam Fiqih berpendapat bahwa wasiat itu wajib untuk
kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapatkan harta pusaka (Dian Khairul Umam,
1999 241)

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 huruf b bahwa “Terhadap anak
angkat yang tidak mencrima wasiat diberi wasiat wajibah scbanyak-banyaknya 1/3
dari harta warisan orang tua anghatnya™

Adapun hukum kewarisan dalam Islam ini bertujuan untuk mengatur
pembinaan warisan sccara rinci supaya tidak terjadi persclisihan antara scsama ahli
waris scpeninggal orang yang hartanya diwariskan Agama Islam menghendaki
prinsip keadilan scbagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat di tcgakan
Dan scbagai orang Islam, membagi harta warisan menurut ketentuan-ketentuan yang
telah di tetapkan dalam sistem hukum kewarisan Islam adalah suatu kcharusan Perlu
kita ingat juga bahwa naluriah manusia cenderung materilalistik, scrakah, tidak adil,

dan mengorbankan kepentingan orang lain demi memcenanghan hak-haknya sendiri




Maka disinilah letak pentingnya kegunaan ilmu faraid scbagai suatu cabang ilmu

mandirt untuk di pelajari, di ajarkan dan di amalkan

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan
masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pewarisan pada keluarga almarhumah Ibu
NN yang tidak memiliki keturunan (gabug) Bahwa dalam proscs pembagian warisan
pada kcluarga almarhumah Ibu NN ini, antara yang berhak menerima harta pusaka
(warisan) yaitu saudara perempuan scayah scibu sama sckali tidak mendapatkannya,
akan tetapt secmua harta pusaka (harta warisan) almarhumah Ibu NN scmuanya di
kuasar dan dimuliki olch anak angkat dari ibu NN, yang pada dasarnya tidak berhak
mendapatkannya (terhyab) Untuk lebih memifokuskan masalah yang akan di bahas
dalam penelitian i1, penulis merumuskan permasalahan penclitian scbagai berikut

1 Bagaimana proses pengambilalihan hak waris olch anak angkat pada kcluarga NN?

(O]

Apa alasan-alasan pengambilalihan hak waris oleh anak angkat pada kcluarga NN?

Bagaimana dampak pengambil alihan harta waris terhadap ahli waris”

(8]
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C. Tujuan Penelitian
I Untuk mengetahur bagaimana proses pengambil alihan hak waris oleh anak
angkat pada keluarga NN
2 Untuk mengetahui alasan-alasan pengambil alihan hak waris oleh anak angkat
pada keluarga NN

Untuk mengetahui dampak pengambil alihan harta waris terhadap ahli waris

('S}

D Tinjauan Pustaka

Harta kewarisan mendapat perhatian yang besar dalam Islam  karcna
menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal
mati pcwarisnya, hal demikian itu adalah naluriah manusia yang menyuka: harta
benda  Olch karcna itu tidak jarang masalah harta menjadi pemicu untuk
menghalalkan berbagai macam cara dalam mendapatkan harta, termasuk didalamnya
harta peninggalan pewarisnya sendiri Kenyataan demikian telah ada dalam scjarah
umal manusia hingga sckarang, terwujudnya hasus-kasus gugat waris di Pengadilan
Negert menunjukan penomena i (Ahmad Rapig, 1995 356)

Dalam Kkctentuan umum Pasal 171 huruf d di jclaskan, bahwa harta
peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta
benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya Dalam termiologi figih, harta
peninggalan discbut dengan tirkah Agar harta peninggalan tersebut, dapat dibagai

scbagai harta warisan, maka perlu disclesaikan kewajiban-kewajiban tertentu




Pasal 171 huruf ¢ menyelaskan, harta warisan adalah harta bawaan ditambah

bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewarts selama sakit sampai
meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian
untuk kerabat

Amir Syarifuddin (2004 174-188) mcnyatakan bahwasannya Harta orang
yang tclah meninggal dengan sendirinya beralih kepada orang hidup yang memiliki
hubungan dengan orang yang tclah meninggal dunia tersebut Dalam literatur hukum
[slam atau fikih, dinyatakan ada cmpat hubungan yang mcnycbabkan sescorang
menerima harta warisan dari sescorang yang telah mati, yaitu
1 Hubungan Kckerabatan

Diantara scbab beralthnya harta sescorang yang telah mati kepada yang masih
hidup adalah adanya hubungan silaturrahmi atau kckerabatan antara keduanya
Adanya hubungan kekerabatan ditentukan ~olch adanya hubungan darah yang
ditentukan pada saat adanya kelahiran
2 Hubungan Perkawinan

Disamping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kckerabatan, hak
kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan, dengan arti bahwa suami
ahli waris bagi isterinya yang meninggal dunia dan istri ahli waris bagi suaminya

yang mcninggal
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3 Hubungan Walc

Hubungan Wala terjadi disebabkan oleh usaha scscorang pemilik budak yang
dengan sukarcla memerdekakan budaknya Sebagai imbalan dan scbagai perangsang
agar orang (pada waktu itu) memerdekakan budak, Rasulullah S a w memberikan hak
wala’ hepada yang memerdehakan itu scsuai dengan hadist Nabi yang berbunyi,
“Hak Wala’ adalah untuk orang yang memerdckakan” Diantara hak wala’ itu adalah
hak mewarisi harta orang yang telah dimerdekakannya itu jika orang tersebut tidak
lagi mempunyai kerabat
4 Hubungan Scsama Islam

Hubungan Islam yang dimaksud di sini terjadi bila sescorang yang meninggal
tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisannya 1tu discrahkan ke
pembendaharaan umum yang di scbut baitul maal yang akan digunakan olch umat
Islam Dengan demikian harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu
diwarisi oleh umat Islam

Terkait dengan pembagian warisan, ada istilah yang discbut dengan istilah
wasiat Adapun yang dimaksud dengan wasiat dalam perkara warisan ialah pesan
scscorang kepada orang lamn untuk mengurusi hartanya scsuai dengan pesannya itu
scpeninggalnya Jadi wasiat adalah /asaruf terhadap harta peninggalan yang akan
dilaksanakan sctelah meninggalnya orang yang berwasiat, dan berlaku sctelah orang

yang berwasiat itu meninggal (Dian Khairul Umam, 1999 239)




Batasan wasiat yaitu tidak bolch lebih dari scpertiga harta yang dimiliki olch
pembert wasiat dan jangan memberihan wasiat kepada ahli waris yang sudah
mendapat bagian yang cukup Wasiat dapat dilahukan dengan cara tertulis, yaitu apa-
apa yang perlu diwasiatkan itu di tulis dengan jelas, dan dengan cara mendatangkan
dua orang saksi laki-laki yang adil

Syarat-syarat orang yang memberi yaitu balig, berakal schat, dan dengan
sukarcla atas kemauan sendiri Orang yang menerima wasiat dengan syarat orangnya
jelas, baik nama maupun alamatnya, ia ada kctika pemberian wasiat, cakap
menjalankan tugas yang diberikan oleh pemberi wasiat Harta yang diwariskan yaitu
harta yang dapat diwariskan atau merupakan barang-barang bernilai, sudah ada ketika
wasiat itu di buat, milik pemberi wasiat itu sendiri

Imam Ibnu Hazm berpendapat, apabila diadakan wasiat untuk kerabat-kerabat
yang tidak mendapat waris, hakim harus bertindak memberi scbagian dari harta
peninggalan kepada kerabat-kerabat yang tidak mendapat bagian waris scbagar suatu
wasiat yang wajib untuk mercka Wasiat wajibah itu harus memcenuhi syarat yaitu
yang wajib menerima wasiat bukan ahli waris, dan orang yang meninggal (baik kakek
maupun nenck) belum memberikan kepada orang yang wayib dibuat wasiat scjumlah

yang diwasiatkan dengan jalan lain, seperti hibah misalnya Jika dia telah bemberikan

kurang dari wasiat wajibah, wajiblah discmpurnakan wasiat itu




E Kerangka Pemikiran

Di masa Jahiliyah (Masa Kebodohan) scbelum Islam, scbab-scbab mendapat
pusaka itu berdasarkan tiga hal, yaitu Periama Keturunan Kepada keturunan yang
ditentukan, yaitu laki-laki yang kuat berperang saja, sedangkan perempuan dan anak-
anak tidak berhak mendapat pusaka  Kedua, Anak Angkat Pada masa jahiliyah anak
angkat mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya Kefiga Perjanjian
Sumpah, umpamanya dua orang berjanji dengan sumpah bahwa antara keuanya akan
pusaka mempusakar Namun setelah datangnya Islam  ketiga sistem kewarisan
terscbut di hapuskan Hal i1 dapat dilihat dalam Surat An-Nisa ayat 7 dan Surat Al-
Ahzab ayat 4 Adapun bunyi dari dua Ayat diatas adalah scbagai berikut

Surat An-Nisa Ayat 7 berbunyi
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“Bagi laki-laki ada hak bagian dari haita peninggalan ibu-bapak dan
kcrabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak
dan kcrabatnya, baik scdikit atau banyak menurut bagian yang tclah ditctapkan ™

(Socnarjo dkk, 1995 116)




Surat Al-Ahzab ayat 4 berbunyi
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“Allah schali-kali tidak mcnjadikan bagi sescorang dua buah hati dalam
rongganya, dan Dia tidak menyadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu scbagai
ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak anghatmu sebagai anak kandungmu
(sendirt) Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja Dan Allah
mengatakan yang scbenarnya dan Dia menunjukhan jalan (yang benar) ™ (Socnarjo
dkk, 1995 666)

Hukum kewarisan dalam Islam adalah hukum yang mengatur scgala scsuatu
yang berkenaan dengan peralthan hak dan atau kewajiban atas harta kckayaan
scscorang sctelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya (Juhaya S Praja,
2002 107)

Kewarisan dalam Islam di scbut juga hukum faraid Kewarisan atau faraid
juga diartikan scbagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak

dan kewajiban scscorang yang meninggal dumia olch ahli waris atau badan hukum

lainnya (M Idris Ramulyo, 1984 1)
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Di dalam Kompilasi Hukum Islam buku IT tentang kewarisan bab I pasal 171,
hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan
harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli
waris dan berapa bagiannya masing-masing Dengan demikian hukum waris atau
faraid mcrupakan suatu peraturan hukum yang membahas dan mengatur mengenai
proscs peralihan harta pusaka dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli
waris yang berhak menerimanya dengan bagian-bagian yang telah di tetapkan

D1 dalam al-Qur’an dan as-Sunnah scbagai sumber hukum tertinggi bagi umat
Islam, faraid atau hukum waris ini telah di tctapkan dengan tegas dan jclas Di dalam
al-Qur’an telah di scbutkan di dalam surat an-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176 Hal 1ni
membuktikan betapa rumit dan pentingnya pembagian waris dalam Islam T jiga
membuktikan bahwa Islam benar-benar mengatur antara yang berhak menerima harta
pusaka dan yang tidak atau kurang berhak (terhijab) dalam mencrima harta pusaka
Begitupun dengan bagian-bagian yang scharusnya di terima olch ahli waris yang
berhak mendapatkan warisan. Scperti halnya yang tclah di sebutkan di dalam al-

Qur’an surat an-Nisa ayat 176 scbagai berikut
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“Mercka meminta fatwa hepadamu (tentang kalalah) Katakanlah "Allah

memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika scorang meninggal dunia, dan
1a tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara pcrempuan, maka bagi saudaranya
yang perempuan itu scperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang
laki-laki mempusakai (scluruh harta saudara perempuan), jika 1a tidak mempunyat
anak, tctapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga
dar harta yang ditinggalkan olch yang meninggal Dan jika mercka (ahli waris itu
terdirt dart) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian scorang saudara
laki-laki scbanyak bahagian dua orang saudara perempuan Allah mencrangkan
(hukum in1) kepadamu, supaya kamu tidak scsat Dan Allah Maha Mengetahui scgala
scsuatu (Socnarjo dkk, 1995 153)

Ayat Al-Qur’an diatas juga di pertegas dengan hadits Rasulullah SAW yang
dirtwayathan olch Bukhori dan Muslhim dar Ibnu Abbas, yang berbunyi scbagai

berikut
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“Dari Ibnu Abbas 1 a Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda “Berikanlah harta

pusaka kepada orang-orang yang berhak Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki

yang lebih utama (Iebih dekat)” (Dian Khairul Umam, 1999 15)




Pada ayat Al- Qur'an dan Hadits di atas, membuktikan dan mencgaskan

bahwa bagian laki-laki pada dasarnya berbeda dengan bagian warisan perempuan Ini
di scbabkan karcna laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan berat bila
di bandingkan dengan tanggung jawab perempuan Hal i juga di pertegas olch
Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi cerminan figih Indonesia yaitu dalam pasal
176 Akan tctapi masih banyak masyarakat yang meclakukan perdamaian dalam proses
pembagian waris terscbut, scperti yang ditulis olch Oyo Sunaryo Mukhlas, dalam
warta hukum dan keadilan dalam tulisannya yang berjudul Formulasi kewarisan
dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 183 KHI tcrunghap bahwa ahli waris
dapat berscpakat untuk melakukan perdamaian dalam pcmbagian harta warisan
sctelah masing-masing menyadari bagiannya Rumusan pasal 183 KHI membuka
pcluang terdapatnya pembagian warisan dengan porsi yang sama sccara metematis
(1'1) di antara semua ahli waris, termasuk antara laki-laki dengan anak perempuan
melalui jalur perdamaian, scbagai penyimpangan dari pasal 176 KHI yang mengatur
ketentuan anak laki-laki dan anak perempuan (2/1), dan antara saudara laki-laki
sckandung dengan saudara perempuan schandung-saudara laki-laki scayah dengan

saudara perempuan scayah scbagai penyimpangan {erhadap pasal 182 KHI

Sciring komplcksnya peradaban adat istiadat yang ada di Indonesia maka
tidak heran apabila banyak masyarakatnya kKhususnya masyarakat muslim Indoncsia
yang memperoses pembagian harta warisannya dengan mengunakan dan atau

mengutamakan hukum adat mercka masing-masing Al-Qawa’id Al-Khamsah (lima
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kaidah asas1) yang diantaranya berbunyi, eSM 83 il adat (dipertimbangkan di

dalam) menctapkan hukum Ini menjadi salah satu alasan mercka mengunakan hukum
adat dalam menctapkan dan memproses kewarisan, disamping adanya kesepakatan
perdamaian dalam kewarisan

Yang terpenting dan perlu diperhatikan dalam proscs kewarisan adalah adanya
orang yang meninggal dunia, dan orang yang meninggal dunia terscbut meninggalkan
harta pusaka (tirkah) dan juga adanya ahli waris Akan tctap: yang perlu diperhatikan,
scbclum  diadakan proses pembagian waris, para ahli wans  berkewajiban
menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang mesti diselesaikan terlebih dahulu olch
ahli waris, scperti biaya pengurusan jenazah (mayat), hutang piutang, zakat dan
wasiat Hukum kewarisan juga tidak terlcpas dari azas-azas kewarisan seperti yang di
kemukakan olch Juhaya S Praja (1995 107), bahwa asas-asas kcwarisan adalah
scbagai berikut
1 Asas Ijbari

Yaitu peralihan harta scscorang yang telah meninggal dunia kepada yang
masih hidup berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan
kepada kehendak si pewaris atau ahli waris
2 Asas waratsa

Yaitu menyatakan bahwa kewarisan hanya terjadi bila ada kematian atau
orang yang meninggal dunia Dan berarti bahwa kewarisan dalam hukum Islam itu

scmata-mata scbagai akibat dar kematian scsaat




3 Asas Tsulusailmai

Yaitu menyatakan bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah
harta peninggalan
4  Asas Bilateral

Yaitu hak sescorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah
pihak garis kekerabatan, yaitu keturunan laki-laki dan keturunan perempuan
5 Asas Keadilan dan Kescimbangan

Yaitu anak-anak laki-laki dan perempuan mendapatkan hak dan kewajiban
kewarisan yang scimbangan Dalam pengertian melanjutkan tanggung jawab pewaris
terhadap keluarganya
6 Asas Individual

Yaitu warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk memiliki secara
perorangan

Dari uraian diatas maka penulis mencoba mengamati dan menganalisis kasus
yang terjadi pada proses kewarisan yang terjadi pada keluarga almarhumah Ibu NN
yang beralamat di Kp Gunung tua RT 03 RW 09 Desa Gunung tua Kecamatan

Cyambe Kabupaten Subang
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F Langkah-langkah Penelitian
1. Metode Penelitian
Mectode yang digunakan dalam penclitian ini adalah studi kasus Metode ini
digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis terhadap suatu keluarga
sccara utuh (Cik Hasan Bisri, 2001 62) Dalam metodc ini diutamakan kcunikan dari
peristiwa yang terjadi pada keluarga tersebut, bukan gencralisasi dari scjumlah satuan
analisis
2 Sumber Data
Sumber data dalam penelitian i discsuaikan dengan objek penclitian
Adapun yang dijadikan sumber data dalam penclitian ini adalah scbagai berikut
a Sumber data primer, yaitu dari sumber yang berkaitan langsung dengan
penchitian Dalam hal ini, keluarga almarhumah Ibu NN yang bertempat
tinggal di Kp Gunung tua RT 03 RW 09 Desa Gunung tua Kecamatan
Cijambe Kabupaten Subang
b Sumber data schunder, yaitu data yang bersifat penunjang dalam penclitian
scbagai pelengkap data  Sumber terscbut berupa buku-buku (litelatur),
Majalah atau jurnal yang berkaitan dengan penclitian yang dikaji
3 Tcknik Pengumpulan Data
Berawal dart metode penclitian yang di gunakan, yaitu metode studi kasus
yang usaha untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis terhadap beberapa keluarga

sccara utuh, maka jenis data yang di perlukan dalam penclitian dan pembahasan

skripsi ini adalah




a Wawancara (inferview) Dalam mengadakan tcknik wawancara ini,
diadakan tanya jawab sccara terbuka dengan orang dan keluarga yang
bersangkutan dengan penclitian

b Teknik kepustakaan
Teknik kepustakaan ni digunakan untuk mengungkapkan konsep-konscp
sccara tckstual (teoritis), mengenai anak angkat Bahan penclitian ini
diambil dari kitab Al-Qui’an, Al-Hadits, dan buku-buku yang menunjang
penclitian ini

4. Analisis Data
Pada tahap analisis data, data yang telah terkumpul sccara utuh

dimanfaatkan scdemikian rupa untuk menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat
dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam  penclitian
Sclanjutnya analisis data dilakukan pengkajian atau anahsis data sccara logis dengan
mengungkapkan dalil-dalil baik itu al-Qur’an maupun al-Hadits, yaitu dengan cara

a  Mengklasifikasikan data scsuai dengan tujuan penclitian

b Menafsirkan data yang telah diklasifikasikan berdasarkan kerangka berpikir

Pada tahap kedua ini, rangkaian pernyataan yang dikemukakan dalam

kerangka berpikir menjadi pedoman dalam cara kerja analisis data

Mcnarik kesimpulan dart yang umum kepada yang lebih khusus sctelah

(@]

terlebih dahulu diterangkan bagian-bagian sccara umum




